
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenlang 
Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambaha,., 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
1.-cmbaran Negara Republik indonesia Nomor 4725); 

- 
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

• Pembentukan Daerah-Daerah J<abupaten Dal.am 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat {Serita Negara 
Tahun 1950); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud pada huruf a di atas. maka pedu 
ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Tata 
Cara Permohonan Pengesahan Site Plan, Saran 
Teknis lain Mendirik9.n Bangunan dan &rti/ikat 
Laik Pungsi ( SLF ). 

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 
Tahun 2014 ten rang Sangunan Gedung, maka 
untuk mendu kung penye!enggaraan pelayanan 
periztnart perlu diatur ketcntuan mengenai Tata 
Cara pelayanac perizinannya; 

Menimoang 

BUPATI BEKASI, 

Dengan R.ahmat Tuhan Yanc Maha Esa 

TA'tA CARA PENGESAHAN SITE PLAN, SARAN TEK?ns !ZIN 
MENDIRIKAN BANOlJNAN DAN SERTIFIKAT LA.IX FUNOSI (SLF) 

TENTANG 

NOMOR 4J TAHUN :2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



11, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3696); 

12, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomar 21. Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 5103); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, 
Tambahan Lemharan Negara Republik lndonesla 
Nomor 4833}; 

I 0, Peraruran Pemerintah Nomor 36 'Tahun 2<X>5 
tentang Peraturan Pelaksana Ondang-Undang 
Nomor 28 Tahu n 2002 ten tang Bagunan Gedung 
(Lernbaran N~gara Repubhk Indonesia Taht:n 2005 
Nomor 83, Tamoahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4532); 

8. Undaog-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Oaerah [Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor l Tahun 201 I tentang 
PP.rumahan dan Kawasan Pemukiman (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188 

5. Unda..ng-Undang Nomor- 32 Tahun 2009 tent.ang 
Perlindungan dan Pengelolaan 1,,ngkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059}; 

4. lindang·Vndang "lomor 25 Tahun 2009 rentang 
Pe!a,anan P-ub!ik (Lembo.ran Negara R"J>tlblik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 



22. Peraturan Oaerah Kabupatcn Bekasi Nomor 10 
Tahun 2013 rentang Penyelenggaraan lzin 
Mendirikan Bangunan (Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 20!J Nomor IOj. 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 
Tahun 2013 tentang lzin Gangguan Dan !:tin 
Tempat Usaha Di Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Oaeroh Kabupateo Bekasi Tahun 2013 Nomor l I]. 

21. Peraturan Daerah Kaoupaten Bekasi Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 [Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun :;:i 11 Nomor l 2): 

- 

20. Peraruran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang dan Retribusi lzin Pemanfaatan Ruang 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 
Ncmor 6j; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahen 
Kabupa,en Bekasi [Lembaran Oaerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

1 Tahun 
Bukum 

18. Peraturan Ment~ri Da.lD.m Negeri Nomor 
2014 tentang Pembentukan Produk 
Daerah; 

Nomor 
Um,un 

17. Peraturan Menteri Pekeriaan Umum 
06/PRT /M/2007 tentang Pedoman 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ; 

Nomor 
Umum 

16. Peraru ran Menteri Pekerjaan Um um 
30/PRT/M/2006 tentang ~ . .l.cman 
Reocana Tata Banguoan dan Liogkungan; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umwn Nomor 
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan 
Teknis 9angunan Gedung; 

14. Peraturan Fresiden Republik Indonesia Nomor 87 
Tahun 2014 tentang Peraturan Petaksana Atas 
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peratu.ran Perundang-undangan; 

lJ Peraruran Pemerintah Nomor 27 '!ahun 201] 
it•tuang fzin Llnglrungao [Lembaran Neg.,ra 
Republtk Indonesia Tahun 2012 Noroor 48. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5235); 



8. Bangunan Gedung Tertenru adalah bangunan gedung yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang 
dalam pembangunan danj atau pemanfaatannya rnernburuhkan 
pengelolaan khusus dan/ atau merniliki kompleksitas tertentu yang 
dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakar dan 
licgkungannya; 

7. Bangunan Oedung Umum adalah bangunan gedung yang rungsinya 
untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
maupun fungsi sosial dan budaya; 

6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan ternpat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di aras dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat. rnanusia rnelakukan kegiatarmya, baik untuk huntan 
atau tempai tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus; 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi; 

4. Dinas adalah Di.nas Bangunan Kabupaten Bekasi; 

3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 

2. Pemerintah Daerah ada!.ah Bupati Bekasi dan perangkat daerah sebaga: 
unsur penyelengga.rapemerintahan dacrah; 

l. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

Pua! l 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Mcnetapkan: TATA CARA PENGESAH.\.N SITE PLAN, SARAN TE..'UIIS t%Jl'I 
MENDIRIKAN BANGUNAN DAN SERTIFIKAT LAlK J.'UNGSI 
I SLF ), 

MEMUTUSKAN: 

25. Peraturan Daerah Kabwpaterr Bekasi Nomor 10 
Tahun 2014 ten tang Bangunan Gedung (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 10); 

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 
Tahun 201~ tentang Organiseea : _,.,,,gkat Daerah 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kab:ipaten 
Bekasi Tahun 2014 Nomor 8); 



19. Standar Teknis adalah standar yani dibaku.kan sebagal standar tata cara 
standar spesiftkasi, dan standar metode uji, bailc berupa Standar Nasionai 
Indonesia maupun standar imemasional yang diberlalrukan dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung: 

16. Koe1lslen Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan 
dan tuas tanah perpetakan/ daerah perencanaan y-.-,g dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan !ingkungan; 

1'7. K-,efisien Tapak Basement, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka 
prosentase perbandingan anrara luas tapak Basement dan iuas 
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan clan lingkungan: 

I 8. Ruang Terbuka Hiiau adalah area memanjang/jalur danj'arau 
mengelompok, yang penggunaannya tebih bersifat terbuka, tempat 
turnbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun ,·ang 
sengaja ditanam; .. 

15. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 
prosentase perbandingan antara tuas seluruh lantai bangunan gcdung 
dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai scsuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 

13. Garis Sempadan bangunan Gedung adalah garismaya pada persil atau 
tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan 
gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai 
atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas 
perail atau tapak; 

14. Koefisien Dasar bangunan, yang selaniutnya disingkat KDB adalan angka 
prosentase perbaodingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan 
geduog dan Iuas lahan/tanah perpetake.n/daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata banguuan dan 
lingkungan; 

l 1. lzin Mendirikan bangunan gedung, yang selanjutnya disingkat !MB adalah 
perizinan yang dibcrikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik 
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, mempertues, 
mengurangi dan/atau merawat bangunan gc' ·;ig seeuai deng:an 
pcrsyaratan administrasi dan persyaratan teknis; 

12. Pennohonan ,zin Mendirikan bangunan Gedung adalah pennohonan 
yang dilakukan Pemilik bangunan gedung kepada Pemerin:ah Daerah 
untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung; 

10. Keterangan Rencana E-:ota atau advice pianr.ir.g adaJah infonna,s:i te,ntan.g 
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yaag dit-erla.ku.kao olch 
Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu; 

9 Klasuik.as, B.mgunar. Gedung adatah klasuikas, dari fungs, banguna., 
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaraean adrmmstrasr dan 
persyaratan rekrnsnya: 



29. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh 
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bang.lnan, dan arau 
prasarana dan saranaaya dalam tenggang ,vaktu tertcntu guna 
menyataka.n kelaika.n fungsi baugunan geclung; 

28. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan 
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, tCTJnasuk 
kegiatan pemeJiharaan. perawatan, dan pemeriksaan secara berkala; 

27. Pernrnbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan 
gedung yang disusun secara tertulls dan prefesional terkait dengan 
pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung bail<. dalam proses 
pembangunan, pernanraatan, pelestarian, maupun pembongkaran 
bangunan geclung; 

Rencana tapak (site plan) adatah gambar atau peta rencana peletakan 
bangunan/kavlin& dengan segala unsur penunjangnya dalam skala 
batas-batas tuas lahan tertenn., Garn bar atau peta tersebut menunjukkan 
sebaran bangunan, jalur jalan, parkir, saluran drainase, saluran 
pembuangan sanitasi, saluran air. penerangan, dan etemen landsekap 
dan tarnan; 

2 - 0. 

25. 

Penyetenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembanguoan 
bangunan gedung yang metiputi preses perer.canaan reknis dan 
pelaksanaan konatruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan 
pemb<>ngkaran: 

Perencanaan Teknis adalah preses membuat gambar teknis bangunan 
gedung dan kelengkapaonya yang mengikuti tabapan prarenca.na, 
pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: 
rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, 
rencana tapak (site plan], rencana tata ruang dalam/interior serta 
rencanas pesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan 
teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang ber'.aku; 

24. 

23. Rencana Tata Bangunan dan Ling!rungan. yang selanjutnya disingkat 
RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk 
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan. 
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana d.an pedoman 
pengendalia.n pelaksanaan; 

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengenda!iannya dan dlsusun untuk 
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan eonanya dalam rencana 
rinci tata ruang; 

22. 

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjumya 
disingkat RDTR Perkctaan adalab penjabamn dari Rencanc Tata Ruani, 
Wilayah Daerah kedalara rencana pemanfaatan kawasan perkotaan; 

n. 

Rencana Tata Ruang ~ ilaJah Kabupaten, yang selanjumya d1smgk.e.t 
RTRW Kabupaten adalah h.asn perencanaarr tata rtaang ";laJ·ah daerah 
Kabupaaen Bekasr yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

ze. 



41. Pengkaji Te!<nis. adalah orang perorangan, atau badan hukum yang 
mernpunyai Sertifikat keahhan untuk melaksanakan pengkajian te!rnis 
atas kelaikan iungsi bangu nan gedung; 

42. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan 
peraturan perundangan·unclangan bidang bangunan gedung dan upaya 
penegakan hukurn. 

40. Tim J\hli Bangunan Oedung, yang selanjutnya disingkat T/\BQ adalah tim 
yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan 
gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalarn proses penelitian 
dokumen rencana teknis: 

39. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Oedung adalah orang perorangan 
atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa 
konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis, 

- petakeana konseruksi, pengawasfmanajemcn konstruksi, tennasuk 
Pengkaji Teknis bangunan gedung dan peoyedia. jasa konstruksi 
lainn ya; 

37. Pernilik Bangunan Oedung adalah orang, badan hu.kum. kelompok orang, 
acau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan 
gedung ; 

38. Pengguna Bangunan Oedung adalah Pemilik bangunan gedung d, n atau 
bukan pemilik bangunan gedung berdasarka» •·•sepakatan dengan 
pernilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola 
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai der,gan fungsi 
yang ditetapkan: 

jasa penyedia pe-milik. Oedung adalah 
bangunan gedung; 

Penyeleoggara Bangunan 
konsrruksi, dan pengguna 

36. 

35. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh 
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan. dan/a!au 
prasarana dan sarananya: 

33. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemelfharaan 
bangunan gedung dan lingkunganr.ya untuk mengembalikan keanc:!alan 
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan 
menurut periode yang dikehendaki: 

34. Pemugaran Bangunan Oedung yang dilindungi dan clilestarikan adalah 
kegiatan mernperbaiki. memulihkan kembali bangunan gedung kebentuk 
astinya; 

31. Pemelfharaan adalah kegtaran menjaga keandalan bangunan gedung 
beserta prasarana dan sarananyaagar setalu laik fung:s?; 

32. Perawatan adalah kegiatan memperoaiki danfataJ menggru,ti bagian 
bangunan gedung, komponen,bahan bangunan, dan Zatau prasarana dan 
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi; 

30 Laik (uogs: adalah suatu kcndisr banguna,, geduog yang meme:1uJu 
pe"")'a,atan admunstrast dan persyaratan teknis sesuai dengan lungsi 
bangunan gedung y-ang ditetapkan ; 



t. Surat Perrnohonan; 
2. Fotocopy KTP Pemohon; 
3. F'otocopy PBB Terakhir, 
4. NPWP; 
5. Surat Kuasa (bilamana dikuasakan); 
6. Surat Bukti Penguasaan Atas Tanah; 
7. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan; 
8. Pra Rencana Site Plan (File Autocad); 
9. Site Plan sebelurnnya (bilamana tambahan bangunan); 
l 0. Oambar Bangunan berskala (denah, tarnpak dan potongan); 
1 I, Pertimbangan Teknis BPN untuk luasan di atas 1000 M> (bagi tanah 

yang tidak berserufikat dan/atau gabungan dari beberapa serti!ikat); 

b. Untuk bangunan komersial yang dibangun di luar Kawasan 
industri/perumahan, dengan melampirkan persyaratan: 

I. Surat Permohonan; 
2. !"otoc;opy KTP Pemohon; 
3. Fctocopy PBB Terakhir; 
4. NPWP; 
5. Surat Kuasa (bi!amana dikuasakan); 
6. Surat Bukti Penguasaan Tanah: 
7 Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan: 
8. Pra Rencana Site Plan (File Autocad]; 
9. Site Plan sebelumnya [bilamana tambahan bangunanJ; 
10. Gambar Bangunan berskala [denah, tampak dan potongan]; 
11. Peta Rincik dari BPN; 
12. Master Plan/Siok Plan; 
13. Advice Planning [khusus bangunan tertentu); 
14. IPPT. 

a. Untuk bangunan kornersial yang dibangun di dalam Kawasan 
industri/perumahan, dengan melampirkan persyaratan: 

Untuk memperoleh pengesahan site plan sebagaimana dimaksud pada .-'asal 2 
dengan metampirkan persyaraian sebagai berikut : 

Pasal 3 

Bagicln Kedua 
Persya.notan 

Setiap orang atau badan hukurn yang akan mengajukan permohonan lzin 
Mendirikan Bangunan terlebih dahulu v.ajib mengajukan pe.ngesahan sne plan 
[rencana tapak] kepada Dinas. 

Pasal 2 

Bag.ian Kesatu 
Umum 

' BABU 
PENGESAHAN SITE PLAN 



I. Sura, Permohonan; 
2. Potocopy KTP Pemohon; 

1. Surat Permobonan 
2. ?otocopy KTP Pemohon: 
3. F'otocopy PBB Terakbir; 
4. NPWP; 
5. Surat Kuasa [bilamana dikuasakan}; 
6. Potocopy Akte Pendirian Badan Usaha (bagi yang dimohon oteh Sadan 

Usaha]; , 
7. Surat Bukti Penguasaan Tanah; 
8. Pra Rencana Site Han (File Autocad]; 
9. Site Plan sebelurnnya (bilamana tambahan bangunan): 
10. Gambar Bangunan berskala (denah, tampak dan potor.gan/; 
l 1. Peta Rincik dari BPN; 
12. Mas1.er Plan (yang berada di daJam Kawasan lndustri/Perumahe.nl: 
13. Siok Plan (yang berada di Kawasan mdustri/perumahan/; 
14. Adds Planning; 
15. IPPT; 
16. Rekomendasi dari Bupati {yang menggunakan tahan fasos / fasum]. 

f. Untuk oangunan menara telekomunikasi, dengan melampirkan 
persyaratan; 

e. Untuk bangunan Sarana lbadah, dengar melampirkan persyaratan; 

I. Surat Permohonan 
'2. Surat Bukti Penguasaan Tarrah: 
3. Pra Rencana Site Plan (File Autocad/: 
4. Site Plan sebelumnya [bilamana tambahan bangunan]; 
5. Garnbar Bangunan oerskale (denab, tampa.k da- ;<:>tongan}; 
6. Advis Planning; 
7. IPPT. 

d. Untuk bangunan pemerinrah. dengan melampirkan persyaratan 

c. Unruk bangunan rumah ringgal, yang dlbangun oleb pen~mbang 
perurnahan dan atau badan usaha atau, dengan melampirkan persyaratan; 

1. Surat Permohonan: 
2. Fotocopy KTP Pemohon: 
3. Fotocopy PBB Terakhir: 
4. NPWP; 
5. Surat Kuasa (bilamana dikull$llkanJ; 
6. Surat Bukti Penguasaan Atas Tanah: 
7, Fotoco;:,y Akte Pendirian Perusahaan; 
8. Pra Rencana Site Plan (File Autocad]; 
9. Site Plan sebelumnya (bilamana tarnbahan bangunan); 
I 0. Garnbar Bangu nan berskala [denah, tarnpak dan potongan]; 
11. Peta Rincik dart BPN; 
12. Master Plan/Blok Plan; 
13. Advice Planning; 
14. IPP'l' 

12. Advice Planrung, 
13 IP!'T 



Site plan yang sudah disahkan merupakan salah satu pergyaratan penerbitao 
saran teknis izin mendirikan banguoan dan permohonan Izin Mendirikan 
!'langunan. 

Pasal 7 

Pengesahan site plan sebagaimana cbmaksud pada Pasal 5, clitandatangaru 
oleh Kepala Dinas. 

Pasal 6 

Jangka waktu pengesanan site plan paling lambat 14 (empat belaSJ hari kerja 
eerhlcung sejak diterirnanya permohonan secara lcngkap dan benar. 

Pasal 5 

Baglan Keempat 
Pengesahan Site Plan 

( 1), hasilnya 
pernmbangan 

(31 Peoinjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
dituangkan dalam bentuk laporan sebagai bahan 
pengesahan site plan. 

(2) Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan adminstrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), D:nas menyampaikan kepada 
pemohon untu k dilengkapi; 

( 11 Dinas menerima permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 2, untuk 
diadakan penelitian den perneriksaan kelengkapan persyaratan 
adminlstrasi dan apabila dipandang perlu. diadakan peninjauao lokasi: 

Pasal4 

Baglan Ketlca 
Penelitian Berns dan Penlnjauan Lokas! 

J. Fo!OCO?f PBB Teakh,-: 
4. l'Wl\'P; 
5. Surat Kuasa (bila,nana dikuasakan); 
6. $urat .i3ukti Penguasaan Tanah: 
1. F"otocopy Akre Pendirian Perusahaan; 
3. Pra Rencana Site Plan (F'ile Autocad]; 
9. Site Plan sebelurnnya (b1lrunana tambahan bangunanJ: 
10. Gambar Bangunan berskala (denah, tampak dan potonganJ; 
I 1. Peta Rincik dan BPN; 
12. Blok Plan (yang berada dalam Kawasan industri/perumahan); 
! 3. Ad vis Planning]; 
14. IPPf; 
15. Rekomendasi titik cell. 



I. Surat Permohona.n; 
2. Fotocopy KTP Pemohon; 
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan: 
4. NPWP; 
5. Surat Kuasa (bilamana dikuasakan): 
6. Surat Bu.kti Penguasaau Tanah; 
7. Fctocopy PBB Terakhir: 
8. Site Plan; 
9. fPPT; 
IO. Garnbar Bangunan berskala (denah, tatnpak dan potongan]: 

a. Untuk bangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang, dengan 
melampirkan persyararan: 

Untuk memperoleh saran teknis sebagaimana dimaksud pada Pasa! 8 dengan 
.melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

PasaJ 10 

Bac!an Kedua 
Persyaratan 

Setiap orang atau badan hukum yang akan mengajukan permohonan lzin 
Mendirikan Bangunan terlebih dahulu wajib mengajukan pennohanan saran 
teknis lzin Mendirikan Bangunan kepac!a Dinas. 

Pasal 9 

BaglanKesatu 
Umum 

BABllI 
SARAN TEKNIS !ZIN ME."1>IRIKA1i BANGUNAN 

(2i Apabila site plan Ja:na sebagaimana dimaksud ayat (II angka 6 tidak ada. 
maka persyaraiannya mengacu dan berpedornan kepada ketentuan 
sebagaimana dimaksud Pasal 3. 

I. Surat Permohonan; 
2. Fotocopy KTP Pemohon; 
3. Fotocopy PBB Terakhir; 
4. NPWP; 
5. Bukti Penguasaan Tanah ; 
6. Site Plan lama 

( II Untuk mernperoleh pengesahan balik nama clan r<Yisi site plan deogan 
melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

Bagia.n Kelima 
Balik Nama dan Revis! Site Plan 

Pasal 8 



Surat Permohonan; 
Fotocopy KTP Pemohon; 
Fotoccpy Akte Pendirian Perusahaan: 
NPWP; 
Surat Kuasa (bitamana dikuasakan]; 
Surat Bukti Penguasaan Tanah: 
Fotocopy PBB Terakhir: 
Advice Planning; 
Site Plan; 
fPPT· • 
Gambar Bangunan berskala (denah, tampak dan potongan]: 
Perhitungan konstruksi [bagi bangunan bertingkar atau bentangan di 
atas 6 meter). 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

d. Untuk bangunan pemerintah, dengan melampirkan persyaratan: 

J. Surat Permohonan: 
2. f'otocopy KTP Pemohon; 
3. f'otocopy Akte Pendirian Perusahaan; 
4. NPWP: 
5. Surat Kuasa (bilamana dikuasakan]: 
6. Surat Bukti Penguasaan Tanah; 
7. Fotocopy PBB Terakhir: 
8. Advice Planning; 
9. Site Plan: 
10. !PPT: 
1 I. Gambar Bangunan berskala (denah, tampak dan potonganJ; 
12. Perhitungan konstruksi (bagi bangunan bertingkat atau bentangan di 

atas 6 meter]. 

c. Untuk bangunan komersial yang dibangun di luar Kawasan 
industrt/perumahan, dengan melampirkan persyaratan: 

J. Surat .. Pennohonan; 
2. F'otocopy KTP Pemohon: 
3. Fotccopy Akte Pendirian Perusahaan; 
4. NPW1'; 
5. Surat Kuasa [bilamana dikuasakanl; 
6. Surat Bukd Penguasaan Tanah; 
7. Fotocopy PBB Terakhir: 
8. Site Plan: 
9. LPPT; 
10. Gambar Bangunan berskala [denah, tampak dan potongan]; 
11. Perhitungan konstruksi (ba.gi bangunan bertingkat atau bentangan di 

atas 6 meter}. 

b. Unruk bangunan komersial yang dibangun di dalam Kawasan 
ir..dust..tj/perumahan, cengan melarnpirkan persyaratan: 

11 l'erlmungan konstruksi 'bagi bangunan bcrtingkar atau ber.,ar.gan d.i 
atas 6 merer]. 



(2) Apahila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyampaikan kepada 
pemohon untuk dilengkapi; 

sebagaimana terseou t pad a ra.sal 9, untuK 
pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

{1) Dinas rnenerima permchonan 
diadakan penelitian dan 
adrninistrasi; 

Pacal 11 - 
Bapan Ketiga 

Penelitian Berka.a 

l. Surat Permohonan; 
2. F'otocopy KTP Pemohon; 
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan; 
4. NPWP; 
5. Surat Kuasa (bilamana dikuasakan); 
6. Surat Bukti Penguasaan Tarrah; 
7. Fotocopy PBB Terakhir; 
8. Advice Planning; 
9. Site Plan; 
10. IPPT; 
11. Gambar Bangunan berskala (denah, tampak dan potonganJ: . 
12. Perhitungan konstruksi (bagi bangunan bertingkat atau beotangan di 

atas 6 meter); 
13. Rekomendasi titik cell. 

f. Untuk bangunan menara telekomunikasi, dengan melampirk3n 
pcrsyaratan: 

I Surat l'>-nnobonan; 
2 Fotocopy Kr!'" Pernohon: 
3 f'o,ocop) Akre Peodinan Badan Usaha [bagi yang dimohcn oleh Sadan 

UsahaJ: 
4. NPWP: 
5. Surat Kuasa (bilarnana dikuasakan); 
6. Surat Bukti Penguasaan Tanah: 
7. Potoccpy PBB Terakhir; 
8. Advice Planning; 
9. Site Plan; 

10. IPPT; 
11. Gambar Bangunan berskala {denah, tampak dan potonga'.'I: . 
12. Perhitungan konsrruksi (bagi bangunan bertingkat atau oentangan di 

atas 6 meter); _ 
13. Rekomendasi dan Bupati (yang menggunakan '•"= fasos / fasum]. 

' 

e. Unruk bang-.irum Sara= !bad.ah. dengan melampirkan persyarataa 



1 Surat Permohonan: 
2. Fotocopy KTP Pernohon: 
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan; 
4. N"PWP; 
5. Surat f;uasa {biJamana dikuasakanJ; 
6. Fotocopy PBB Terakhir; 
7. Pertzinan yang telah diterbitkan; 
8. Kajian kelaika.n bangunan dar- konsulta.n; 
9. Surat pernyataan keandalan bangunan dari konsultan yang 

mempunyai tenaga ahli bersertifikat, 

a. Untuk bangunan komersial yang dibangun di daJam Kawasan 
industri/perumaban. dengan melampirkan persyaratan: 

lJntuk memperoleh Serttfikat Laik f'ungsi (SLF) eebagaimana dimaksud pada 
PasaJ 14, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

Bapan Kedua 
Persyara.tan 

Setiap orang atau hadan hukum yang memiliki bangunan wajib mengajukan 
perrnohanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada Dinas. 

Pasal 15 

BAB IV 
SERTIF.IKAT LAilC FUNGSI (SLF) 

Bag!An Kesatu 
Umum 

Saran Teknis merupakan salah satu persyaratan penerbitan izm mendirikan 
bangunan. 

Fasal 14 

Saran Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ditandarangani oleh 
Kepala Dlnas. 

Pa.sal 13 

-Jangka waktu penerbitan saran teknis paling lrunbat 14 {empat- be.!aa) h.ari 
kerja terbitung sejak diterimanya permohonan secara tengkap dan benar: 

Pasal 12 

Bagian Keempat 
Pene-rbitan 



(2) Apabila terdapat kckurangan ketengkapan pcrsyara.tan adminstrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas menyampaika.n kepada 
pemohon untuk dilengkapi; 

(1) Dlnas rnenerima permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 14, untuk 
diadakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
ac!ministrasi serta melakukan peninjauan lapangan. 

Pnsal 17 

Ba,gian Ketiga 
Penelitian Berkaa 

I. Surat Permobonan, 
2. F'otocopy KTP Pemohon; 
3. Potoccpy Akte Pendirian Perusahaan; 
4. NPWP; 
S. Surat Kuasa (bilamana dikuasakan); 
6. Fotocopy PBB Terakhir; 
7. Perisinan yang telah diterbitkan; 
8. Kajian kelaikan bangunan dari konsultan; 
9. Surat pernyataan keandalan bangunan dari konsultan yang 

mempunyai tenaga anti bersertifikat, 

d. Untuk bangunan Sara.na lbadah, dengan melampirkan persyaratan: 

6. 
7. 
8. 
9. 

Surat Permohonan; 
Fotocopy KTP Pernohon; 
Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan; 
NPWP; 
Surat Kuasa (bilamana dikuasakan]; 
Fotocopy PBB Terakhir: 
Periztnan yang telah diterbitkan; 
Kajian kelaikan bangunan dari konsultan; 
Surat pemyataan keandalan bangunan dari konsultan ya::,g 
mempunya.i tenaga ahli bersertifikat. 

l. 
2. 
3. 
4. 
< -· 

c. Untuk bangunan pemerintah, dengan melampirkan persyaratan: 

I. Surat Permohonan: 
2. Fotocopy ECT'P Pemoaon; 
3. Fotocopy Akre Pendirian Perusahaan; 
4. NPWP; 
S. Surat Kuasa (bilamana dikuasakan]; 
6. Fotocopy PBB Terakhir: 
7. Perieinan yang telah diterbitkan; 
8. Kajian kelaikan bangunan dari konsultan: 
9. Surat pemyataan keandalan bangunan -'-; konsultan yang 

mempunyai tenaga ahli berscrtifi.kat. 

b Untuk bangti:vtn komel'Sial }""'!" dibangun d1 luar Kawasan 
induscn, peruwaha..,,. dengan mefampirkan persyaratan- 



Dengan ditecapkann_ya Peraturan Bupati mi, make. terhadap bangunan .. 
bangunan yang sudah berdiri paling lama 2 (dua) tahun wajib memiliki 
Serriflkar Lark F'ungsi ($1.,FJ. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIRAN 

Pasal 22 

Masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah selama 5 [lima] tahun dan 
selarna tidak rnerubah fungsi bangunan. 

Pual 21 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF'J sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 
18, ditandatangani oleh Kepala Dinas, 

PasaJ 20 

Jangka wakcu peoerbitan Sertiflkat Laik Fungsi {SLFJ paling laJT,oo< 14 (cmpa• 
belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara !engkap dan benar; 

Pasal 19 

Baglan K«mpat 
Penerbitan Sertilikat Lail< Fungsi (SLFJ 

(2) Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) sebagairnana dimaksud ayat ii), 
ditetapkan rnelalui Kepurusan Bupati. 

Ii Apabila dipandang perlu sebeluru dieerbitkannya Sertifikat Laik Fu.ngsi 
sebagaimano dirnaksud Pasal 17 ayat (3). Dinas dapat meminta 
pertimbangan dari Ti,n Ahli Bangunan Gedung (TABO); 

Pasal 18 

Baglan Keempat 
Tim Ahli Ban:unan Gedunc (TABG) 

le;>,\.-;<!3- seoagaimana dimaksud pada ayar [II 
-pz:, dala::, brr ra acara sebagai salah saru perti,:r,bar>gan tekrus 

da'9m ~ Sertdiiw.r Laik Fungsi, 



~.'!.TI BEKASI/,( 

Ditetapkan di Ci.karang Pusat 
pada tanggal 12 olctcber 2015 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 


